
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten tang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengujian kendaraan bermotor perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota ten tang Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

WAll KOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang:

TATACARAPEMBAYARAN,PENYETORAN,DANTEMPATPEMBAYARANRETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR

TENTANG

PERATURANWAll KOTABANJARMASIN
NOMOR :;iL TAHUN2022

WAll KOTABANJARMASIN
PROVINSIKALlMANTANSELATAN



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintab
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintab Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Acara Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraaan Bermotor
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 7, Tambaban Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran



9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan danJatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis
yang berada pada kendaraan.

7. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil
penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

6. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala
adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap
setiap kendaraan wajib uji.

4. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau
memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam
rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

5. Laik Jalan adalah persyaratan minimal kondisi suatu kendaraan bermotor yang
harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya
pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di
jalan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah WaH Kota
Banjarmasin.

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN WALl KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN,DANTEMPATPEMBAYARANRETRIBUSIPENGUJIAN
KENDARAANBERMOTOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 66);

17. Peraturan WaHKota Banjaramsin Nomor 76 Tahun 2022 ten tang
Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 76);



Pasa12
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Wajib Retribusi melakukan permohonan pengujian kendaraan bermotor

yang dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Petugas menghitung jumlah besaran retribusi yang harus dibayar sesuai
dengan ketetapan retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah
Retribusi/Burat Keputusan WaliKota;

c. WajibRetribusi akan menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
sebagai dasar pembayaran retribusi;

d. Wajib Retribusi membayar retribusi secara Non tunai pada loket
pembayaran menggunakan E-money, kartu debit, cashless;

e. Apabila pembayaran melalui bank maka bukti penyetoran harus
dilampirkan dan diserahkan ke petugas loket pembayaran;

BABII
TATACARAPEMBAYARAN,PENYETORAN,DANTEMPATPEMBAYARANRETRIBUSI

PENGUJIANKENDARAANBERMOTOR

19. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
wajib retribusi dan atau bendahara penerima dinas untuk melakukan
pembayaran dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

18. Bank adalah bank yang melakukan perjanjian sebagai tempat pembayaran
retribusi pengujian kendaraan bermotor.

17. Cashless adalah transaksi pertukaran nilai tanpa menggunakan uang fisik
untuk alat pembayarannya.

16. Kartu debit adalah alat pembayaran, maupun alat pengambilan uang pada
suatu bank yang sudah ditentukan dan sebagai sumber dana utama yang
saldonya berasal dari pendapatan, tabungan, maupun simpanan.

14. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SITS adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak / retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

15. E-money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai
uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan.

12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi perizinan tertentu.

11. Lokasi pengujian adalah tempat diselenggarakannya kegiatan pengujian
kendaraan bermotor baik berupa pengujian statis maupun pengujian keliling.

10. Kas umum daerah adalah kas umum Daerah Kota Banjarmasin.



Pasal3
Tempat pembayaran dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor,
antara lain :

1) Loket Pembayaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan
BermotorDinas Perhubungan KotaBanjarmasin;

2) Bank yang telah bekerja sarna dengan pemerintah daerah sebagai tempat
pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor; atau

3) Lokasi lain yang dapat digunakan menurut perkembangan teknologi yang
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BABIII

TEMPATPEMBAYARAN,PENYETORANRETRIBUSIPENGUJIANKENDARAAN
BERMOTOR

f. WajibRetribusi menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS)dari petugas
loket pembayaran sebagai bukti bahwa retribusi telah disetorkan ke
rekening penampungan pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor atas
nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan KotaBanjarmasin; dan

g. Petugas Loket Pembayaran melakukan pelimpahan seluruh penerimaan
pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dari Rekening
penampungan ke rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin pada
Bank Kalselpaling lama dalam 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR :;Il

SEKRET~AERAH KOTABANJARMASIN

IKHSAN BUDIMAN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal z: 0 J f fl'l T c.L._<:.

IBNU SINA

WALl KOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal t:.;j j II!.T t:.l z, ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Pasal4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

BABIV
PENUTUP


